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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN POLRI DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
{Studi Kasus di Kepolisian Sumatera Utara)

OLEH
HASENDRI ANDIL
NPM : 08 840 0086
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang
diberikan kepada Poiri dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP
sebagai landasan yuridis bagi proses beracara dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana
kredibilitas Polri dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana lingkungan hidup
dan bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP
dan UU No. 2 Tahun 2002 di bidang tindak pidana lingkungan hidup.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kepolisian Sumatera Utara.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan Polri mempunyai fungsi yang cukup
kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai
aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di bidang tindak
pidana di bidang lingkungan hidup. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh
kepada Polisi sebagai penyidik namun dengan adanya UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kewenangan kepolisian sebagai penyidik
termasuk dalam penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup memiliki
identifikasi dan dasar hukum yang kuat. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam
menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan
hidup adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas
kewajaran dan kewenangannya -serta kebudayaan masyarakat yang menganggap
berhubungan dengan polri berarti menambah permasalaban baru.

Penelitian ini juga menyarankan hendaknya diambil langkah kebijaksanaan
khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja polri
sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup, yang mengikut sertakan
tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga
komponen mayarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan
organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat iuas. Kebijaksanaan terhadap
pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan
sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini.
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BABI -

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan
dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen
adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang
terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan
keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur
secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik
Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik
serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat
polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta
terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya
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fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan
menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan -masyarakat serta pembimbingan
masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi
tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama
administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan
kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Salah satu tugas kepolisian yang sangat esensial dewasa ini adalah dalam
kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah kejahatan yang
termasuk dalam kategori “extra ordinary crime” yang maksudnya adalah kejahatan
pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang luar
biasa sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa
pula. Kejahatan yang luar biasa maksudnya adalah tindak pidana pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup berdampak yang sangat luas bagi kelangsungan hidup
aneka ragam ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.

Lahimya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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